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ASMI SISWANTI ASIS, ( B111 10 332 ), Implementasi Hak 
Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Kepolisian Resort 
Bulukumba, dibimbing oleh Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. 
Dan Dr. Hj Haeranah, S.H., M.H ) 
Penelitian dimaksudkan dan bertujuan untuk mengetahui  sejauh 
manakah penerapan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hokum 
dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Bulukumba. 
Penelitian dilaksanakan dalam wilayah Kepolisian Resort 
Bulukumba,  dengan mengadakan pengamatan secara langsung (field 
research) secara mendalam mengenai pokok permasalahan yang diteliti.  
Disamping itu juga melakukan interview atau wawan cara langsung 
dengan responden.Analisis data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan analisis kualitatif. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Penerapan 
hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Kepolisian Resort 
Bulukumba belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diatur 
dalam undang-undang pasal 56 KUHAP; (2) Kendala-kendala yang 
dihadapi dalam penerapan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum di Kepolisian Resort Bulukumba antara lain ketersediaan kantor 
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 Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. 
Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi 
Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatNya, yang telah memberi 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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ananda yang tak ternilai harganya. Ananda tidak dapat membalas budi 
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1.  Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang ada dalam 
kehidupan masyarakat. Perilaku ini berkembang seiring dengn 
perkembangan jaman. Tingkat kebutuhan yang makin hari makin tinggi, 
serta komplesitas yang terjadi dimasyarakat. Menjadi salah satu penyebab 
terjadinya tingkat kejahatan dalam masyarakat. Perilaku kriminal juga 
semakin bertambah dan makin canggih. Oleh karena itu pemerintah 
melakukan langkah-langkah refresif dengan mengancam kejahatan 
dengan sanksi pidana karena sifatnya yang mengganggu ketentraman 
dan kedamaian. 
 Berbicara mengenai tindak  pidana (kejahatan), maka tentunya 
tidak terlepas dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang dalam 
bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah penjahat. Pelaku atau pembuat 
ini telah melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Akan tetapi, 
seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidanadengan tetap 
memegang teguh asas praduga tidak bersalah, maka orang yang diduga 
sebagai pelaku (tersangka atau terdakwa) tetap harus dijaga hak-haknya 
selama proses peradilan pidana dijalankan. 
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan 
landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-
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benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan 
perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh atau 
terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah berbicara tentang 
mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut sebagai 
criminal justice system yang dimulai dari proses penangkapan, 
penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta 
diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. 
 KUHAP lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana 
memperlihatkan ciri yang humanis. Dan merupakan cara baru yang dianut 
di Indonesia. dalam KUHAP, semua tersangka, terdakwa, mendapatkan 
perlakuan yang sama, berbeda halnya pada waktu Indonesia menganut 
sistem dalam Het Herziene Reglement (HIR).  
 Kata “mendapatkan perlakuan yang sama” sejalan dengan asas 
hukum acara pidana yakni equality before the law. Meski tersangka atau 
terdakwa tindak pidana sangatlah beragam.Keberagaman ini bisa dilihat 
dari status politik, pekerjaan, miskin atauakah kaya sama-sama berhak 
mendapatkan keadilan. Bagi tersangka atau terdakwa yang awam akan 
ilmu hukum berhak didampingi penasihat hukum.KUHAP mengatur 
tentang pemberian bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. 
 Yesmil Anwar dan Adang (2009: 242) mengatakan, bahwa bantuan 
hukum dalam KUHAP merupakan asas hukum acara pidana yang penting, 
karena setiap orang yang tersangkut perkara pidana  diberi kesempatan 
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memperoleh bantuan hukum yang semata-mata-diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 
 Bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwadalam 
pemeriksaan peradilan pidana dimuat dalam Pasal 56 KUHAP, yang 
berbunyi: 
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa   
melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman 
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak 
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang 
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), emmberikan bantuannya 
dengan cuma-cuma”. 
Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut, 
maka fasilitas bantuan hukum dari negara, tidak bersifat wajib bagi semua 
tersangka atau terdakwa yang tergolong mampu dan disangka atau 
didakwakan melakukan tindak pidana yang diancam selama 15 tahun 
penjara dan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam 
dengan hukuman dibawah lima tahun penjara.   
Tentunya Pasal 56 KUHAP juga berlaku diseluruh wilayah republik 
Indonesia.Maka negara wajib memfasilitasi bantuan hukum bagi terdakwa 
atau tersangka yang tidak  mampu menyewa penasihat hukum, termasuk 
4 
 
di Polres Bulukumba. Hal tersebut karena banyaknya tindak pidana 
kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten Bulukumba. Serta tersangka 
atau terdakwa di Kabupaten Bulukumba rata-rata dari keluarga tidak 
mampu. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis kemudian 
tertarik menuangkannya dalam bentuk proposal penelitian untuk 
mengukur sejauhmana implementasinya di lapangan. Penulis kemudian 
memberi judul penelitian ini “Implementasi Hak Tersangka Untuk 
Mendapatkan Bantuan Hukum di Kepolisian Resort Bulukumba” 
2. Rumusan Masalah 
1. Sejauh manakah penerapan hak tersangka untuk mendapatkan 
bantuan hukum di Kepolisian Resort Bulukumba ? 
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort 
Bulukumba dalam menerapkan hak tersangka untuk mendapatkan 









 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hak tersangka untuk mendapatkan 
bantuan hukum di Kepolisian Resort Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian 
dalam penerapan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum di Kepolisian Resort Bulukumba. 
Sedangkan adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Secara akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dan pengetahuan bagi para akademisi. Sumbangan pengetahuan 
tersebut berupa pengetahuan akan pemenuhan hak-hak tersangka 
pada tahap penyidikan. 
2. Secara praktis 
a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait 
dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka khusus pemberian 
yang termasuk prinsip miranda rule. 
b. Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 
memberi masukan bagi penegak hukum atau praktisi hukum 
(hakim, polisi, jaksa, dan advokat) serta sebagai sumber 
referensi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan 





1. Prinsip-Prinsip Miranda Rule 
a. Sejarah Miranda Rule 
 Pada tahun 1963 di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, 
seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian 
setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan 
pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. 
 Setelah ditangkap kemudian dibawa ke ruang interogasi. Setelah 2 
jam di dalam ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangi 
suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa 
perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak 
diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna 
mendampinginya dalam pemeriksaan tersebut. 
 Pengakuan tertulis yang dibuat oleh Miranda tersebut kemudian 
dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut 
Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. 
 Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya mengajukan 
keberatan ke Mahkamah Agung. Atas keberatan tersebut Mahkamah 
Agung Amerika Serikat dengan mempertimbangkan 3 kasus lain yang 
serupa, akhirnya menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda 
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tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai 
tersangka. Namun hal tersebut ternyata tidak membebaskan Miranda, 
hanya menangguhkan hukumannya saja.Hal itu terjadi pada tahun 1966. 
 Jaksa penuntut umum akhirnya mencari pengakuan lain yang 
memberatkan Ernesto Miranda, pengakuan akhirnya didapat dari mantan 
kekasih/pacar Ernesto Miranda. Atas adanya pengakuan dari mantan 
kekasihnya tersebut Miranda dihukum penjara selama 11 tahun, dan 
dibebaskan bersyarat pada tahun 1972. Setelah bebas ia pun masih 
sering ditangkap dan dikembalikan ke penjara lagi untuk beberapa kali. 
 Ernesto Miranda meninggal tahun 1976 pada usia 34 tahun, 
setelah ditikam dengan pisau dalam sebuah perkelahian di sebuah bar. 
Polisi menangkap seseorang yang diduga menikam Ernesto 
Miranda.Namun orang tersebut memilih untuk diam dan tidak mau 
menjawab pertanyaan dari kepolisian dalam pemeriksaannya.Akhirnya 
orang tersebut pun dilepaskan dan tidak ada seorang pun didakwa 
melakukan pembunuhan terhadap Ernesto Miranda. 
 Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat 
pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, 
maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan 





b. Pengertian Miranda Rule 
 Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak 
seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, 
sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.  
 Di negara Amerika Serikat yang merupakan asal muasal adanya 
istilah Miranda Rule ini, Miranda Rule diartikan sebagai suatu aturan yang 
mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum 
diperiksa oleh penyidik, yaitu : hak untuk diam, karena segala sesuatu 
yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk 
melawannya/memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk 
mendapatkan/menguhubungi penasihat hokum/advokat untuk membela 
hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk 
disediakan penasihat hukum/advokat oleh negara, yang dalam hal ini 
tentu oleh institusi yang bersangkutan. 
 Di Amerika Serikat sendiri banyak polisi yang tidak menyukai 
Miranda Rule, namun Miranda Rule mendapat dukungan yang luas dari 
kalangan jaksa dan pengacara negara, karena Miranda Rule. Dianggap 
mampu membawa kepastian akan pengakuan tersangka. Yang tidak 
setuju menilai bahwa Miranda Rule mengakibatkan banyaknya penjahat 
yang dilepaskan dari hukuman hanya karena semata-mata alas an teknis. 
Namun kenyataannya publik Amerika memberikan antusiasme dan 
dukungan yang tinggi terhadap Miranda Rule ini. Publik Amerika 
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menghendaki Miranda Rule karena mereka meyakini akan buruknya 
proses dan keknik interogasi yang dilakukan oleh polisi. 
 Prinsip-prinsip aturan Miranda (Miranda Rule) tersebut di negara 
Indonesia tidak semuanya diakomodasikan ke dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hanya dua prinsip Miranda Rule yang 
sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu : hak 
untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika 
tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasehat hukum/advokat. 
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diakomodasi di dalam 
pasal 54, pasal 55, dan pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP).Sedangkan jika tidak mampu, tersangka berhak untuk 
disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau penyidik.Hal 
ini telah diakomodasi di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
c. Miranda Rights 
 Prinsip-prinsip Miranda Rule yang ditetapkan di Amerika Serikat 
sejak tahun 1966, ternyata telah diakomodasi oleh banyak negara di 
dunia, termasuk salah satunya negara Indonesia.Negara Indonesia dalam 
peraturan perundang-undangannya telah mengakomodasi sebagian 
prinsip-prinsip Miranda Rule tersebut. Dengan telah diaturnya prinsip-
prinsip Miranda Rule dalam peraturan perundang-undangan, jika 
seseorang disangka melakukan tindak pidana maka sebelumnya dirinya 
diperiksa oleh penyidik, ia mempunyai hak-hak tertentu yang harus 
dihormati oleh penyidik, baik itu dari penyidik Polri, Kejaksaan, atau 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak-hak tertentu inilah yang sering 
dikenal dengan istilah popular “Miranda Rights”. Adapun “Miranda Rights” 
yang diakui diseluruh dunia adalah sebagai berikut : 
1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi 
atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik. 
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan 
bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan. 
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat. 
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak 
mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri. 
d. Miranda Warning 
 Sedangkan yang di maksud dengan Miranda Warning adalah 
peringatan yag harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Di 
Amerika Serikat, warning ini dikenal dengan “The Four Miranda Warning”. 
The Four Miranda Warning tersebut adalah : 
 “you have the right to remain silent. Anything you say can be used 
against you I a court of law. You have the right to speak to an attorney, 
and to have an attorney present during any questioning. If you cannot 
afford a lawyer, one will be provide for you at government expense” 
(anda mempunyai hak untuk diam. Segala sesuatu yang anda katakana 
dapat digunakan untuk melawan anda di pengadilan. Anda berhak 
berkonsultasi dengan lawyer; dan mendapatkan pendampingan pada 




 Polisi tidak bisa menanyai seorang tersangka di tempat kejadian, 
jika dilakukan maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti 
untuk memberatkan tersangka di Pengadilan. Namun polisi tetap bisa 
menanyakan identitas tersangka seperti: nama, tempat dan tanggal lahir, 
alamat, dan identitas lainnya, tanpa terlebih dahulu membacakan 
peringatan tersebut (Miranda Warning). Polisi dapat juga memberikan 
beberapa pertanyaan ringan, namun tentunya tersangka mempunyai hak 
untuk menolak memberikan jawaban. 
 Di Amerika tidak ditetapkan tentang bagaimana seorang polisi 
memberikan warning kepada seorang tersangka. Namun Mahkamah 
Agung Amerika memberikan patokan/petunjuk yang harus diikuti sebagai 
berikut: 
 “The person in custody must, prior to interrogation, be clearly 
informed that he or she has the right to remain silent, and that anything the 
person says may be used against that person in court, the person must be 
clearly informed that he or she has the right to consult with an attorney 
and to have that attorney present during questioning, and that, if her or 
she is indigent, an attorney will be provided at no cost to represent him or 
her” 
(Tersangka sebelum diinterogasi harus diberikan informasi secara jelas 
bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bisa 
digunakan untuk melawannya (memberatkannya) di pengadilan, 
tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum, jika 
tersangka tidak mampu maka akan disediakan penasihat hukum secara 
gratis) 
 Penangkapan dinyatakan illegal jika polisi mengabaikan 




e. Miranda Sebagai Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat universal, hak asasi manusia 
tersebut diantaranya : 
1. Hak asasi manusia hidup sebagai manusia dan diperlakukan 
sebagai manusia secara beradab 
2. Hak untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri, tidak 
seperti diperintahkan oleh kekuasaan yang berada di atasnya, 
termasuk hak memilih iman da kepercayaan masing-masing 
3. Hak untuk berserikat sebagai pengejewantahan bahwa manusia 
adalah makhluk mono-dualistik, yaitu manusia sebagai pribadi dan 
manusia sebagai bagian dari komunitas social atau manusia 
sebagai makhluk sosial 
4. Hak tentang kemerdekaan berfikir dan berpendapat, dan 
kemerdekaan bersatu dengan teman-teman yang sepaham, yang 
merupakan kemerdekaan untuk berkumpul dalam komunitasnya 
2. Penyidik dan Penyidikan 
a. Pengertian Penyidik dan Penyidikan  
        Membuat suatu kata, tentunya mempunyai arti atau istilah 
demikianlah pula halnya dengan penyidik dan penyidikan, keduanya 
mempunyai istilah dan pengertian tersendiri, Anonim (1989 : 837) penyidik 
adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
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tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 
  Didalam KUHAP Pasal I, pasal tersebut juga disebutkan tentang 
pengertian penyidik. Sedangkan pengertian atau istilah penyidikan adalah 
sinonim dengan pengusutan, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
opsporirrg yang dalam bahasa Inggrisnya Investigation, prakoso (1987 :5) 
  Pengertian Opspurirrg yang dulu diterjemahkan dengan 
pengusutan dan kemudian diubah oleh pembuat Undang-undang menjadi 
penyidikan. Kalau diperiksa atau kita lihat dalam kamus Hukum, misalnya 
Fockema Andreae Rechtsgeleerd Handwoordembook, Hamzah (1986 :5) 
opsporing atau opsporing onderzoel (pemeriksaan, penyidikan, 
pengusutan) adalah pemeriksaan (pendahuluan) dimuka siding 
pengadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan balai 
Pustaka Cetakan 1989 halaman 7, M. Husein Harun  (1991 : 1) yang 
dimaksud dengan penyidikan serangkaian tindakan penyidikan yang diatur 
oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku 
tindak pidana.     
  Pengertian penyidikan menurut Undang-undang, diterangkan dalam 
pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa : 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 





   Setelah kita ketahui tentang arti penyidikan, maka akan dituliskan 
pengertian dari penyidik. Penyidik menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri 
sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk 
mencari dan mengumpulkan pelaku tindak pidana.  
   Sedangkan pengertian penyidik : menurut KUHAP pasal I butir (1) 
penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai 
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang 
untuk melakukan penyidikan.  
   Pengertian penyidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan 
yang diberikan oleh KUHAP Pasal I butir (1) hampir memiliki kesamaan. 
Namun bagaimanapun kita tetap mengambil definisi atau arti penyidik 
menurut penjelasan Undang-undang. 
Itulah penyidikan untuk pertama kalinya dipergunakan sebagai 
istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Djoko Prakoso (1987 : 
%). 
Telah diketahui bahwa tujuan penyidikan adalah serangkaian 
kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dimana 
bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. Dengan demikian, dalam melakukan 
penyidikan tentunya menggunakan langkah-langkah yang perlu, yang 
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berkaitan dengan pencarian dan penemuan barang bukti serta 
tersangkanya. 
Menurut sistem Hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi 
atau tindakan pertama dari penegak hukum untuk mencari dan 
menemukan bukti-bukti serta tersangkanya, jika diduga telah terjadi suatu 
tindak pidana. Polri dalam hal ini sebagai penyidik setelah mendapat 
laporan dari masyarakat atau penjelasan dari penyidik bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana atau telah terlanggarnya norma-norma yang ada 
dalam masyarakat, maka penyidik langsung menuju ke tempat kejadian 
perkara. Sebelum melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara 
harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, Charles E Hara (Andi Hamzah, 
1986 : 46) : 
1. Identifikasi, jika perlu ditanyai orang pertama yang melapor di 
polisi. 
2. Tentukan si pelaku dengan jalan pemeriksaan secara langsung 
atau selidiki jika identitasnya sudah jelas. 
3. Tahan semua orang yang hadir di tempat kejadian perkara. 
4. Panggil pembantu, jika perlu. 
5. Jaga daerah itu dengan mengeluarkan perintah dan isolasi secara 
psikis. 
6. Hanya orang-orang yang berwenang boleh memasuki daerah 
tersebut. 
7. Pisahkan para saksi supaya tidak saling mempengaruhi. 
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8. Tentukanlah tugas masing-masing untuk mulai 
penyidikan/penyelidikan jika pembantu telah ada. 
 
Dari beberapa urutan yang telah dikemukakan tersebut diatas, 
nampaklah gambar atau langkah yang semestinya diambil oleh penyidik 
apabila mendapat laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu 
tindak pidana. 
  Perlu diketahui identitas dari pelapor, dimana ia melihat kejadian 
yang dilaporkannya jika perlu mengadakan pemeriksaan ditempat 
kejadian perkara, si pelapor ditanyai dahulu tentang kesaksiannya atau 
pengaduan yang diajukan pada penyidik misalnya masalah penghinaan, 
apakah si pelapor atau pengaduh memiliki maksud-maksud tertentu 
tentang laporan yang diajukannya tersebut. 
  Jika benar tentang laporan yang diadakan oleh saksi pelapor, maka 
penyidik menuju ketempat kejadian perkara penyidikan harus dilakukan 
secara hati-hati, pertama menentukan si pelaku dengan cara memaksa 
secara langsung tentang tersangkanya jika identitasnya telah diketahui. 
Jika tersangka berada di sekitar tempat kejadian perkara atau berada di 
tempat kejadian lokasi tempat kejadian pidana maka segera diadakan 
penangkapan. 
 Bila tersangka tidak ditemukan di tempat kejadian perkara, maka 
diadakan suatu pencarian jejak yang dapat memberikan petunjuk tentang 
pelaku tindak pidana. Sebelum mengadakan penyusutan lebih jauh dan 
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pencarian jejak si pelaku, terlebih dahulu diadakan pengumpulan benda-
benda dan informasi awal sebagai bahan atau sebagai alat yang dapat 
membantu proses pencarian si tersangka. 
 Setelah alat-alat bukti telah terkumpul di tempat kejadian perkara 
maka dalam melanjutkan pengusutan, perlu ada suatu metode daripada 
perkiraan-perkiraan belaka. 
Sebagai pedoman dasar pengusutan, pengusutan harus dapat 
menemui barang bukti. Bahan bukti ini untuk menentukan satu atau lebih 
hal-hal berikut, Andi Hamzah (1986 : 47)  : 
a. Corpus delictik atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu 
kejahatan 
b. Metode operasi si pelaku 
c. Identitas si pelaku 
 Setelah terkumpul semua barang bukti dan telah ditentukan hal-hal 
tersebut diatas, maka diadakanlah pelacakan. Dengan diketahuinya fakta-
fakta yang  ada, kemudian metode yang digunakan tersebut dipelajari. 
Setelah diketahui fakta-fakta dan metode operasi si pelakunya, maka 
dicarilah identitas sipelakunya. 
Jika ada laporan dari masyarakat bahwa, telah terjadi suatu 
kejahatan, baik itu mengenai pencurian, perampokan, pembunuhan, 
penipuan, penggelapan, penganiayaan, dan sebagainya, maka polisi 
melakukan penyidikan terlebih dahulu jika benar apa yang dilaporkan 
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maka penyidikan itu diserahkan kepada penyidik untuk melakukan 
penyidikan lebih lanjut. 
Penyidik, dalam hal ini polisi setelah mendengar laporan tentang 
telah terjadinya suatu tindak pidana atau kriminalitas langsung menuju 
tempat kejadian perkara atau TKP. TKP ini adalah semua tempat kejadian 
peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan 
biasa yang menjadi urusan polisi. 
Di TKP inilah yang menjadi sumber utama untuk memperoleh bukti-
bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang dipandang sebagai TKP 
adalah tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau pada 
konndisi atau situasi tempat. 
Tindakan identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui 
seluruh atau salah satu cara, Andi Hamzah (1986 :13) : 
1. Tanda-tanda badaniah (signalment) seperti tinggi badan, warna 
kulit, rambut, hidung, bentuk muka, sikap, dan seterusnya. 
 2. Foto atau potret si pelaku. 
 3. Jejak (sidik), jari (daktiloskopi) 
 4. Modus operadi atau cara kerja si pelaku. 
 
Dengan mengidentifikasi pelaku kejahatan, diharapkan dapat 
melacak dan menemukan pelakunya. Jikalau kasus pembunuhan, dicari 
identitas penjahat yang biasa melakukan kejahatan serupa. Dalam 
melaksanakan tugasnya, dalam penyidikan polisi selalu berpegang pada 
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Undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain bahwa polisi 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara positif di Negara 
Indonesia. 
Dengan demikian penyidik sebelum melakukan penyidikan lebih 
lanjut penyidik memberitahukannya terlebih dahulu kepada penuntut 
umum. Setelah diketahui identitas si tersangka maka diadakan 
penangkapan terhadap tersangka tersebut. Hak melakukan penangkapan 
terhadap tersangka tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) KUHP 
yang berbunyi, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyelidik 
pembantu berwenang melakukan penangkapan. 
Perintah penangkapan dilakukan karena terdapat bukti bahwa 
seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP). Dari bunyi atau ketentuan dalam 
Pasal 17 ini menandakan bahwa penyidik tidak dapat melakukannya 
secara berwenang-wenang. Dalam penangkapan ini penyidik harus 
memperlihatkan surat perintah penangkapan dimana didalam surat 
penangkapan tersebut harus tercantum identitas tersangka, alasan 
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan serta tempat ia 
diperiksa. Demikian pula terhadap pihak keluarga harus diberi tembusan 
surat penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka, hal ini terdapat 
pada Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHP. 
Surat penangkapan diberikan kepada tersangka adalah bertujuan 
untuk mempertegas bahwa penyidikan melakukan penangkapan, sesuai 
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dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain 
bahwa surat penangkapan bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi 
manusia serta tidak mengabaikannya. Dalam surat penangkapan 
dicantumkan identitas dan alas an penangkapan sesuai uraian singkat 
perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa 
bertujuan agar tidak terdapat kesalahan penangkapan serta tersangka 
mengetahui kesalahannya. 
 Dalam tugasnya menangkap tersangka, penyidik harus mampu 
menunjukkan sikap yang baik dan tepat agar tindakannya mendapat 
simpati dari masyarakat karena setiap tindakan polisi selalu membawa 
resiko, baik berupa simpati atau bahkan ancaman dari masyarakat. Jika 
tersangka yang hendak ditangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini 
penyidik tidak berada di tempat yang dipersangkakahkan sebagai tempat 
tinggal tersangka, maka dilakukan pengejaran terhadap tersangka 
ketempat dimana tersangka melarikan diri. Pihak penyidik dapat 
melakukan pengejaran karena batas kekuasaan wilayah dalam 
menangkap orang secara tegas diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 2 tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 
peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Indonesia.   
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara hukum, bukan hanya Negara kekuasaan belaka. Hukum 
memegang peranan penting bagi keamanan dan ketertiban Negara, 
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sehingga polisi diberi wewenang untuk menjaga dan memelihara 
ketertiban dan keamanan Negara untuk kemudian dapat menegakkan 
hukum. Demikian juga tugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan 
Negara, polisi diberi wewenang untuk melakukan penangkapan kepada 
siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Negara Republik 
Indonesia. 
b. Tata Cara Penyidikan 
1. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau 
pengaduan   adanya tindak pidana. 
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau 
pegaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 
diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan 
tindakan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP) 
2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk 
oleh penyidik Polri. 
Untuk kepentingan peyidikan, penyidik Polri memberikan 
petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan 
memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal 
suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, 
sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil 
tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk 
diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri 
sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik 
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Polri. Dalah hal tindak pidana telah selesai disidik oleh 
penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera 
menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 
melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP). 
3.Tersangka Dan Terdakwa 
a. Pengertian Tersangka dan Terdakwa 
  Kitab UndanUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan 
perbedaan antara apa yang dimksud dengan “Tersangka” dan 
“Terdakwa”. Pasal 1 butir 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Cara Pidana, menyatakan tersangka adalah seorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangka terdakwa adalah seorang 
tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 
1 butir 15 KUHAP). 
   Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril (2004: 17) 
bahwa dari pengertian ini dapat dikatakan bhawa tersangka masih pada 
tingkat pemeriksaan penyidik (polisi), sedangkan terdakwa sudah pada 
tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan. 
  Sedangkan Andi Hamzah (2004: 62), menyatakan bahwa Wetboek 
van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan 
terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi 
hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertia itu, yaitu istilah 
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verdachte). Namun, demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum 
penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdacte sebelum 
penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. 
Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan paralel dengan 
pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama 
dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian teh suspect 
(sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan). 
  Dengan penjelsan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah 
orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan 
keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut: 
a. Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. 
b. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh 
penuntut umum dan hakim. 
c. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan 
tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang 
ditentukan oleh undang-undang (M. Yahya Harahap, 2010: 330). 
b. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa 
  Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-
wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan 
hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaiman diatur dalam Bab VI 
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KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. M. Yahya Harahap 
(2010: 332-338), mengelompokkan hak-hak tersebut sebagai berikut: 
1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan 
Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 
dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang 
sah menurut hukum dan undang-undang kepada 
tersangka/terdakwa: 
a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik. 
b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan 
c. Berhaksegera diadili dan mendapat putusan pengadilan 
(speedy trial right). 
2. Hak untuk melakukan pembelaan 
Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau 
terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 
sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci: 
a. Berhak diberitahukandengan jelas dan dengan bahasa yang 
dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya. 
b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu 
pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. 
c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa 




d. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam 
segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan 
penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. 
e. Berhak mendapatkan juru bahasa. 
f. Berhak mendapat bantuan hukum 
Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa 
berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau 
beberapa orang penasihat huku, pada: 
1. Setiap tingkat pemeriksaan, dan 
2. Dalam setiap waktu yang diperlukan. 
g. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum 
h. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan 
hukum berubah sifatnya menjadi wajib. 
Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka 
atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur 
dalam Pasal 56 KUHAP: 
a. Jika sangkaan atau terdakwa yang disangkakan atau 
didakwakan diancam dengan tindak pidana: 
1. Hukuman mati, 
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih 
Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak 
dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika 
mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri 
26 
 
penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak 
mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat 
itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang 
bersamgkutanuntuk “membujuk” penasihat hukum bagi 
tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka ata terdakwa 
sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus 
kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk 
penasihat hukum. apabila tersanhgka atau terdakwa 
tidak mampu atau tidak ada membujuk penasihat hukum, 
dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat yang 
bersangkutan untuk membujuk penasihat hukum.   
b. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk 
penasihat hukum bagi tersamgka atau terdakwa, 
digantungkan pada dua keadaan: 
1. Tersangka atau terdakwa “tdiak mampu” 
menyediakan sendiri penasihat hukumn ya, dan 
2. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan 
ataudidakwakan lima tahun atau lebih. 
Kita lihat, pada kewajiban yang pertama tidak 
digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau 
terdakwa mendapatkan  penasihat hukum. semata-mata 
kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan 
pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak 
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pidana yanga diancamkan kepadanya hukuman mati 
atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, 
tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum 
dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri 
maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan. 
Lain halnya pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban 
bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk 
penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, 
digantungkan pada dua syarat. Syrata pertama 
digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” 
tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum. 
kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban 
bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. syarat 
kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman 
hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman 
hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan 
kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu 
menyediakan penasihat hukum, pejabat yang 
bersangkutan “wajib” menunjuk penasihat hukum 
baginya. 
Timbul masalah. Bagaimana jika seorang tersangka 
dianggap mampu tetapi tidak mau atau tidak 
menyediakan penasihat hukum. apakah dalam hal ini 
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dibebani kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan 
untuk menunjuk penasihat hukum baginya? Tidak! Beban 
kewajiban penunjukkan itu oleh Pasal 56, digantungkan 
pada syarat ketidakmampuan. Kalau tersangka atau 
terdakwamemang mampu, tetapi tidak mau mendapatkan 
dan menyiapkan bantuan penasihat hukum, oleh undang-
undang dianggap risiko dia sendiri. Ketentuan ini menurut 
hemat kami ada unsur ketidakadilan. Ketentuan ini lebih 
mendekatkan bantuan penasihat hukum bagi mereka 
yang miskin. Sedang bagi mereka yang kaya dan 
mampu, disuruh sendiri menyediakan bantuan penasihat 
hukum baginya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah 
batas kemampuan dan ketidakmampuan inikadang-
kadang sifatnya nisbi. Namun barangkali, ukurannya 
dapat ditentukan berdasarkan surat keterangan dari lurah 
atau pejabatpamong di tempat tinggal tersangka atau 
terdakwa. 
c. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi 
bantuan hukum adalah cuma-cuma. 
 Dengan ketentuan ini, baiktersangka atau terdakwa 
maupun negara tidak dibebani untuk membayar jasa 
bantuan yang diberikan penasihat hukum yang ditunjuk. 
Sampai dimana idealisme cara pemberian bantuan hukum 
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yang cuma-cuma, belum dapat digambarkan.Barang kali 
secara jujur, tidak berlebihan untuk mengungkapkan 
pengalaman dan kenyataan yang kita lihat. Apa yang 
terkandung dalam pemberian jasa bantuan hukum yang 
cuma-cuma, sering mengecewakan. Tidak jarang 
pengadilan memintakan bantuan hukum kepada suatu 
lembaga bantuan hukum baik yang bergerak sebagai 
profesi maupun dari kalangan perguruan tinggi. Yang 
mereka tampilkan pada umumnya hanya tenaga yang 
baru memulai praktek. Seolah-olah penilaian bantuan 
hukum secara Cuma-Cuma ini bagi sebagian kalangan 
lembaga bantuan hukum, tiada lain tempat belajar dan 
kurang sungguh-sungguh. Lebih mirip hanya untuk 
memenuhi permintaan pejabat saja tanpa dibarengi 
motivasi kesadaran idealisme. Mungkin dalam pemberian 
pelayanan hukum oleh sebagian kalangan, terlampau 
diperhitungkan dengan imbalan jasa. Apa yang kita 
saksikan, pada umumnya bantuan pelayanan hukum yang 
diberikan kepada yang miskin jarang terjadi karena tidak 
komersial, dalam arti klien yang tidak punya duit. Tetapi 
coba kalau klien itu hartawan, semua persiapan diatur rapi 




3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan 
Hal terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada 
umunya terhadap tersangka/terdakwa baik yang berada dalam 
penahanan atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka 
atau terdakwa yang umumnya tersebut, undang-undang masih 
memberikan lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa 
yang berada dalam penahanan. 
 Berhak menghubungi penasihat hukum 
Jika tersangka/terdakwa orang asing, berhak 
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 
negaranya dalam menghadapi jalannya proses 
pemeriksaan 
 Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter 
pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada 
hubungannya dengan proses perkara maupun  tidak. 
 Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan 
penahanannya kepada: 
- Keluarganya 
- Atau kepada orang yang serumah dengannya 
- Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya 
- Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum 
atau jaminan bagi penangguhan penahanannya 
 Selama tersangka berada dalam penahanan berhak 
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- Menghubungi pihak keluarga, dan 
- Mendapat kunjungan dari pihak keluarga 
 Berhak secara langsung atau dengan perantaraan 
penasihat hukum melakukan hubungan: 
- Menghubungi dan menerima sanak keluarganya 
- Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya 
- Atau untuk kepentingan keluarga, dan 
- Maupun untuk kepentingan pekerjaannya 
 Berhak atas surat-menyurat 
Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak 
sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada 
dalam penahanan: 
- Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat 
hukumnya 
- Mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak 
keluarganya 
Kebebasan hak surat-menyurat, tidak etrbatas, tergantung 
pada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang 
disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan  alat-alat tulis 





 Berhak atas kebebasan rahasia surat: 
- Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, 
hakim dan pejabat rumah tahan negara. 
- Kecuali cukup alsan untuk menduga bahwa surat-
menyurat tersebut disalhgunakan. 
Dengan adanya kecurigaan penyalahgunaan surat-
menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para 
penjabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa 
hubungan surat-menyuratnya antara tersangka atau 
terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat 
hukumnya. 
Kalau suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan 
kemudian surat tersebut “ditilik” atau diperiksa oleh pejabat 
yang bersangkutan (penyidik atau penuntut, hakim maupun 
pejabat rutan) amak pembukaan, pemeriksaan atau 
pemilikan surat itu: 
- Harus diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa 
- Kemudian surat yang telah ditilik tadi dikirim kembali 
kepada alamat si pengirim setelah dibubuhi cap yang 
berbunyi “telah ditilik”. 
 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan 




4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan 
Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa 
selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP 
juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan 
persidangan. 
 Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka 
untuk umum 
 Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli: 
- Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan 
keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de 
charge 
- Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan 
memberi keterangan yang menguntungkan baginya, 
persidangan “wajib”memanggil dan memeriksa saksi atau 
ahli tersebut. 
Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus 
memeriksa saksi atau ahli a de charge yang diajukan 
terdakwa, ditafsirkan secara “secara konsisten” dari 
ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 160 
ayat 1 huruf e KUHAP. 
  Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian 
dalam pemeriksaan sidang, yang dibebani kewajiban 
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untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut 
umum. 
5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum 
Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi 
terdakwa yang dijatuhi hukuman menolak atau tidak menerima 
putusan yang dijatuhkan pengadilan. ketidakpuasan atas putusan, 
memberi kesempatan bagi terdakwa: 
 Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa 
permintaan pemeriksaan tingkat banding kepda 
Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi 
kepda Mahkamah Agung. 
 Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa 
permintaan pemeriksaan “Peninjauan Kembali” putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.  
6. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi 
KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi 
dan rehabilitasi, apabila: 
 Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau 
penyitaan dilakukan tanpa alasan yang sah. 
 Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa 
bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak 
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terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau 
pelanggaran 
Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-
hak oleh KUHAP (Andi Hamzah, 2004: 66-67),secara sederhana sebagai 
berikut: 
a) Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili 
(Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3). 
b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan 
apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b). 
c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52). 
d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1) 
e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 
pemeriksaan (Pasal 54) 
f) Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat 
hukum yang ditujukan oelh pejabat yang bersangkutan 
pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau 




g) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing 
untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 
negaranya (Pasal 57 ayat 2). 
h) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau 
terdakwa yang tahan (Pasal 58). 
i) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain 
yang serumah dengan tersangka atau etrdakwa yang 
ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan 
bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan 
keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 
dan 60). 
j) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada 
hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Un 
tuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan 
kekeluargaan (Pasal 61). 
k) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-
menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62) 
l) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan 
menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63) 
m) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan 
ahli yang a de charge (Pasal 65) 
n) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti 
kerugian (Pasal 68) 
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o) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut 
terhadap hakim yang mengadili perkaranya. 
4. Bantuan Hukum 
 Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan 
sebagai upaya unuk membantu golongan yang tidak mampu dalam 
bidang hukum. Menurut Adnan Buyung (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 
245), mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu 
mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek perumusan 
aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk 
menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar 
aturan-aturan itu dihayati. 
 Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah siapa yang dimaksud 
dengan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu? Kita 
perhatikan uraian yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1975: 
4-5) sebagai berikut: 
“Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu 
sama tuanya dengan profesi hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan 
atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada 
orang-orang tak mampu kesempatan yang sama dalam usaha 
mereka untuk mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalan 
hukum”. 
 
  Uraian di atas, mengisyaratkan bahwa keberadaan dan pelaksaan 
program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat 
dilepaskan dengan sistem sosial yang ada. Yang dalam prakteknya 
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ternyata juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan 
hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin 
dan tidak mampu. Apabila demikian halnya, hukum yang dapat 
diharapkan dapat memberikan pengaturan secara adil.  
  Menurut Zulaidi (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 246) bantuan 
hukum berasal dari istilah ‘legal asisstance dan legal aid”. Legal aids 
biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit 
berupa pemberian jasa  di bidang hukum kepada orang yang terlibat 
dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang 
tidak mampu (miskin). Sedangkan legal assistance adalah istilah yang 
dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada 
mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorium. 
  Dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu 
sama lainnya. Sedangkan Clarence J.Dias mempergunakan istilah “legal 
service yang diartikan dengan pelayanan hukum. pelayanan hukum 
menurut Dias adalah: 
“langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem 
hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif 
sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan 
sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat” 
 
   Dias menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan 
hukum akan mencakupikegiatan seperti: pemberian bantuan hukum, 
pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang 
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telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, 
usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan, Dias mengartikan 
bantuan hukum sebagai: segala bentuk pemberian pelayanan oelh kaum 
profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk 
menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas 
haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan 
hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang 
cukup.  
  Dalam pemikiran Dias tersebut diatas, pelayanan hukum atau 
bantuan hukum akan mencakupi berbagai macam kegiatan, yang meliputi: 
1) Pemberian bantuan hukum 
2) Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tututan 
agar sesuatu hak yang telah diakuinya oleh hukum akan 
tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan. 
3) Usaha-usaha agar kebijakan – kebijakan hukum (legal 
policy) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, 
dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik. 
4) Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta 
kelayakan prosedur dipengadilan dan di aparat-aparat 




5) Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan 
perkembangan hak-hak dibidang-bidang yang belum 
dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas. 
6) Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk 
menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-
badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan 
yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan 
kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh 
hukum. 
Lokakarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978, 
mengartikan sebagai merupakan kegiatan pelayanan hukum yang 
diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara 
perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak 
mampu secara kolektif. 
  Selain dari penjelasan lebih jauh tentang bantuan hukum, Yesmil 
Anwar dan Adang (2009: 250-251) membagi tiga konsep bantuan hukum, 
yaitu: 
1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional 
Adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada 
masyarakat miskin sacara individual, sifat dari bantuan 
hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-
legala. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala 
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permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari 
sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick 
adalah konsep yang normatif. 
Dalam arti melihat segala sebagai permasalah hukum 
bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum 
yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah 
lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang 
menurut hukum harus mendapatkan pembelaan. 
2) Konsep Bantuan Hukum Konstitusional 
Adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang 
dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang 
lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat 
miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan 
pengembangan nilai-nilai  hak asasi manusia sebagai 
sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis 
dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan 
hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok 
masyarakat secara kolektif. 
3) Konsep Bantuan Hukum Struktural  
 Adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-
kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah 
struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih 
adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat 
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menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum 
atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat 





















  Objek penelitian yang dikaji dalam penulisan karya ilmiah hukum ini 
adalah implementasi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum 
pada tahap  penyidikan. Sedangkan lokasi penelitian ini tentunya di kantor 
Polres Bulukumba. 
2.  Populasi dan Sampel 
  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang tentunya 
oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populai bukan 
hanya orang, tetapi juga benda-benda lain. Populasi juga bukan jumlah 
yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 
keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 
yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi penelitian dari proposal 
penelitian ini adalah Penyidik di Polres Bulukumba. 
   Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti, dimana sampel tersebut mempunyai ciri-ciri, sifat dan bentuk yang 
menggambarkan seluruh populasi, teknik yang digunakan penulis adalah 
purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan cara 
mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 
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tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun yang akan 
dijadikan responden untuk diwawancarai adalah 3 orang penyidik dan 1 
orang tersangka. 
3.  Teknik Pengumpulan Data 
  Untuk lebih mudah pengumpulan data baik data primer maupun 
data sekunder, penulis menggunakan tekhnis sebagai berikut: 
1. Wawancara: dilakukann melalui tanya jawab secara 
langsung dengan pihak kepolisian, pihak korban dan 
pelaku itu sendiri. 
2. Dokumentasi: pengumpulan data secara sistematis dan 
pengakajian/ pengolahan terhadap literatur, peraturan, 
perundang-undangan maupun kerangka ilmiah sebagai 
penunjang pembahasan hasil penelitian. 
4. Metode Analisis Data 
  Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik data 
primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, selanjutnya 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1.  Penerapan Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di   
Kepolisian Resort Bulukumba 
 Mekanisme peradilan pidana  adalah suatu mekanisme bekerjanya 
komponen-komponen dari Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai suatu 
tujuan. Hal ini berarti juga sebagai suatu tahap pelaksanaan kekuasaan 
negara di bidang peradilan pidana. Dengan mengingat hal itu, tentunya 
diperlukan suatu peraturan hukum yang berfungsi tidak saja sekedar 
untuk mengatur kewenangan-kewenangan apa saja yang boleh dilakukan 
komponen-komponen SPP, namun lebih dari itu mengenai larangan dan 
keharusan yang harus dipatuhi dalam rangka perlindungan warga negara. 
Khususnya yang terlibat dalam rangkaian proses peradilan pidana. 
Peraturan hukum yang dimaksud tersebut tidak lain adalah hukum acara 
pidana (M. Sukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012: 192-193).  
 Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang 
bagaimana alat-alat negara menegakkan hukum pidana materil. Lebih 
khusus tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan 
mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan 
peraturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. UU Nomor 8 
Tahun 1981 disahkan pada 31 Desember 1981. Salah satu undang-
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undang asli buatan anak bangsa menggantikan hukum acara pidana 
warisan kolonial. Oleh karena itu M.Syukri Akub dan Baharuddin Badaru 
mengemukakan bahwa dengan dikeluarkannya KUHAP asli Indonesia 
diharapkan akan membawa gagasan baru dengan nafas humanisme dan 
nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat 
Indonesia, nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa yang dapat 
memelihara dan keadilan yang sesuai dengan Indonesia, haruslah 
merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara  kepentingan individu 
di satu pihak dan kepentingan masyarakat di lain pihak.     
M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru (2012: 194-208) 
mengemukakan bahwa mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui 
beberapa tahapan proses. Secara garis besar tahapan-tahapan tersebut 
dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 
1. Tahapan Sebelum Sidang Pengadilan (Pra Adjudication) 
Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah semua tahapan 
proses sebelum sampai pada pemeriksaan perkara di 
pengadilan. Menurut KUHAP tahap pemeriksaan 
pendahuluan dapat dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, 
proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, proses 
penuntutan. 




3. Tahapan Sesudah Sidang Pengadilan Selesai (Post 
Adjudication). 
Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah 
diterima jaksa dan panitera pengadilan selanjutnya harus dilaksanakan 
oleh jaksa sesuai dengan isi putusan. Tahapan pelaksanaan putusan 
pengadilan diatur dalam Pasal 270 sampai 276 KUHAP. Pengaturan 
pelaksanaan putusan pengadilan adalah aplikasi penghargaan terhadap 
harkat dan martabat seorang yang telah dijatuhi pidana tidak boleh 
diperlakukan secara semena-mena.  
Fokus kajian pada penelitian ini, berada pada tahapan pra 
adjudikasi. Tahapan dimana penyelidikan, penyidikan dan penuntut 
dilakukan. Disinilah kita mengenal istilah tersangka.  
Kembali ke hukum acara pidana tidak terlepas dengan yang 
namanya tersangka. Status tersangka dalam perkembangan hukum 
pidana formil menempati posisi penting. Hal tersebut karena tersangka 
merupakan pihak yang diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana. 
Akan tetapi, meskipun tersangka sebagai terduga tentunya dalam 
setiap tahapan pemeriksaan peradilan haruslah tetap dijaga hak-haknya. 
Ini wujud dari konsep memanusiakan manusia yang dianut dalam KUHAP. 




Adapun hak-hak tersangka menurut Andi Hamzah (2004: 66-67), 
secara sederhana sebagai berikut: 
1. Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili 
(Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP). 
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan 
apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP). 
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52 
KUHAP). 
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 
KUHAP) 
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 
pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP) 
6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat 
hukum yang ditujukan oelh pejabat yang bersangkutan 
pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau 
terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-
cuma (Pasal 56 KUHAP). 
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing 
untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 
negaranya (Pasal 57 ayat 2 KUHAP). 
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8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau 
terdakwa yang tahan (Pasal 58 KUHAP). 
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain 
yang serumah dengan tersangka atau etrdakwa yang 
ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan 
bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan 
keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 
dan 60 KUHAP). 
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada 
hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Un 
tuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan 
kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP). 
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-
menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP) 
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan 
menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP) 
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan 
ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP) 
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti 
kerugian (Pasal 68 KUHAP). 
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut 
terhadap hakim yang mengadili perkaranya 
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Keseluruhan hak-hak tersangka ini dimulai pada setiap tahapan 
pemeriksaan proses peradilan. Dan garda terdepan dalam sistem 
peradilan pidana (criminal justice system) karena sebagai pihak atau 
institusi berwenang menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah 
institusi Kepolisian Republik Indonesia. 
Pada tahapan penyidikan guna mencari terang suatu peristiwa 
pidana, tentunya pihak penyidik memiliki kewajiban berdasarkan KUHAP 
untuk memenuhi hak-hak tersangka. Dan salah satu hak tersangka yang 
sangat penting, diatur dalam Pasal 56 KUHAP. 
Pasal 56 KUHAP menegaskan “Dalam hal tersangka atau terdakwa 
disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana 
mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 
yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 
wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.  
Kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 KUHAP ini, apabila tersangka 
berada dalam kondisi. Pertama, jika sangkaan atau dakwaan diancam 
dengan pidana hukuman mati, hukuman 15 tahun atau lebih. Kedua, 
tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat 
hukumnya, daan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau 
didakwakan 5 tahun atau lebih. 
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Kembali hak ini sangat penting karena bantuan hukum atau 
penasihat hukum akan membantu tersangka dalam proses pemeriksaan/ 
penyidikan serta supaya lebih terbuka (tanpa tekanan) dalam 
mengungkap peristiwa pidana. Serta terpenuhinya segala hak-hak 
tersangka sebagaimana dalam KUHAP. 
Pertanyaan kemudian, bagaimana implementasi/penerapan pasal 
56 KUHAP di Polres Bulukumba? Tentunya untuk menjawab itu semua 
penulis terlebih dahulu akan memperlihatkan data tindak pidana kejahatan 
yang terjadi di wilayah hukum Polres Bulukumba yang memenuhi unsur 
ketentuan Pasal 56 KUHAP.  
Dalam wawancara pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan Jamal 
Fathur Rakhman (Penyidik Polres Bulukumba) menegaskan bahwa pada 
tahun 2014 tercatat 16 kasus dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun ke 
atas. Sedangkan pada tahun 2015 tercatat ada 19 (sembilan belas) kasus. 
Seluruh tindak pidana yang terjadi sebagian besar tindak pidana 









Data Tersangka dan Jenis Tindak Pidana di Polres Bulukumba 
Tahun 2014 
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    Data Polres Bulukumba, diolah 2015 
Berdasarkan data di atas, sangat terlihat jelas bahwa tindak pidana 
paling sering terjadi pada tahun 2014 terbagi atas tiga kategori kejahatan. 
Pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan. Kedua, 
tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda. Ketiga, tindak 
pidana yang berhubungan dengan asusila. 
Dan dari 16 kasus tersebut di tahun 2014 sama sekali tidak ada 
yang menerima bantuan hukum. 
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Sedangkan pada tindak pidana yang terjadi pada tahun 2015 
mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 
Tabel 2 
     Data Tersangka dan Jenis Tindak Pidana di Polres Bulukumba 
Tahun 2015   
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Yasin Tane (Lk) 
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Pasal 351 ayat (1) KUHP 
Pasal 351 ayat (1) KUHP 
Pasal 82 UU Nomor 23 
Tahun 2002 
Pasal 351 ayat (1) KUHP 
Pasal 365 ayat (1) dan 
(2) KUHP 
Pasal 363 ayat (1) KUHP 



























Anas Fari (Lk) 
Nahar (Lk) 
Yeski jumadili (Lk) 
Ishak Daeng Mahesa 
(Lk) 
Irpan Hampaning (Lk) 
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Pasal 365 KUHP 
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Pasal 363 ayat (1) KUHP 
Pasal 82 UU Nomor 23 
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     Data Polres Bulukumba, diolah 2015 
Melihat data di atas, meski mengalami peningkatan terlihat dari segi 
kuantitas yakni pada tahun 2014 tindak pidana yang terjadi ada 16 kasus, 
sedangkan pada tahun 2015 menjadi 19 kasus. Hanya saja untuk jenis 
tindak pidana yang terjadi masih tetap sama. 
Bila kita melihat jumlah tersangka dari data-data tindak pidana 
2014-2015, ternyata yang penulis temukan dilapangan tidak ada satu pun 
tersangka yang mendapatkan bantu hukum sebagaimana pasal 56 
KUHAP. Hal ini dibenarkan oleh Jamal Fathur Rakhman (penyidik Polres 
Bulukumba) pada wawancara tanggal 29 Oktober 2015 menegaskan 
bahwa semua kasus yang harusnya didampingi kuasa hukum pada tahun 
2014 semua tersangka yang memenuhi kategori Pasal 56 KUHAP tidak 
pernah mendapatkan bantuan hukum.  
Pernyataan ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan 
Ahmad (terpidana Pasal 170 KUHP ayat 2) mengatakan selama diperiksa 
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ditahap penyidikan oleh penyidik Polres Bulukumba, tersangka tidak 
pernah disediakan penasihat hukum. Berbeda dengan tahun 2015, dari 19 
kasus yang ditangani ada 3 kasus yang mendampatkan bantuan hukum 
yakni Yulianto, Idris dan Wahid. Ketiganya dikenakan pasal 351 ayat (1) 
KUHP. 
Tentunya bila melihat fakta-fakta yang terjadi sebagaimana hasil 
penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi 
Pasal 56 KUHAP tidak optimal diterapkan di lapangan. Padahal menurut 
M. Yahya Harahap (2010, 338-339), ketentuan Pasal 56 KUHAP 
sangatlah penting sekali dilihat dari segi pendekatan strict law, dengan 
alasan sebagai berikut:  
1) Mengandung aspek nilai HAM 
Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi 
penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hak 
ini sesuai dengan deklarasi universal HAM yang 
menegaskan hadirnya penasihat hukum mendampingi 
tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherent 
pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini 
bertentangan dengan nilai HAM. 
2) Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua 





Apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan: 
 Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, 
atau 
 Bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 
5 tahun lebih, yang tidak  mempunyai penasihat hukum. 
Maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat 
pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 
mereka. Berdasar ketentuan Pasal 56 KUHAP, kehadiran 
dan keberadaan penasihat hukum bersifat imperatif, 
sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil 
pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum. 
3) Pasal 56 KUHAP sebagaimana ketentuan yang bernilai 
HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda 
Rule atau Miranda Principle. 
Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau 
persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi 
penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda Rule, 
pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum 
(null and void). Standar Miranda Rule inilah diteggakkan 
dalam putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 
pada tanggal 16 September 1993 yang menyataka: 
“apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti 
halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi 
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tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum 
dinyatakan tidak dapat diterima” 
Selain itu, M. Sofyan Lubis (2010: 41-42) menyatakan penerapan 
ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tidak selalu mulus, justru 
cenderung diabaikan oleh penyidik, maupun oleh pejabat pada semua 
tingkat peradilan. Pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi dalam 
praktik peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang 
terjadi adalah sebagai berikut: 
d. Banyak oknum polisi menangkap tersangka dan kemudian 
ditempat kejadian tersenbut tersangka langsung ditanyai/ 
diinterogasi, tanpa terlebih dahulu mengingatkan akan 
hak-haknya sebagai tersangka. 
e. Dengan dalih dalam rangka penyelidikan, banyak oknum 
polisi sering menginterogasi seseorang yang diduga ada 
kaitannya dengan perkara pidana yang ditanganinya. 
f. Dengan dalih tersangka tidak punya uang dan hak asasi 
tersangka, banyak oknum polisi menganjurkan supaya 
tersangka tidak usah menggunakan penasihat hukum, dan 
tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan 
membuatkannya surat pernyataan tidak bersedia 
didampingi penasihat hukum, dan adanya pernyataan dari 
diri tersangka yang tidak bersedia didampingi penasihat 
hukum merupakan hak asasi tersangka, sehingga 
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penyidik tidakd merasa perlu lagi menunaikan 
kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum bagi 
tersangka sebagaimana kewajiban oleh Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP.  
g. Dengan dalih untuk memperlancar proses penyidikan, 
banyak oknum polisi berupaya agar setiap tersangka 
sebaiknya tidak menggunakan penasihat hukum atau 
advokat 
h. Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau 
ditunjuk secara gratis tuntuk mendampingi tersangka, 
maka banyak penyidik mengabaikan kewajibannya seperti 
yang diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
i. Tidak ada anggaran institusi kepolisian yang 
diperuntukkan untuk menyediakan penasihat hukum  bagi 









2.  Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hak Tersangka     
Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Kepolisian Resort 
Bulukumba  
Pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa di seluruh tahapan 
di atur dalam KUHAP, termasuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada 
yang tidak mampu. Rumusan Pasal 56 KUHAP hanya bisa dilaksanakan 
dengan hadirnya penasihat hukum. 
Andi Hamzah (1993, 102) menegaskan baik penasihat hukum 
maupun bantuan hukum merupakan istilah yang lebih menekankan pada 
fungsi. Fungsi di sini adalah melakukan pendampingan kepada tersangka 
atau terdakwa dalam pemeriksaan. 
Untuk menunjang optimalnya penerapan Pasal 56 KUHAP tersebut, 
maka terbentuklah ikatan penasihat hukum Indonesia. Suatu profesi yang 
memiliki lebih dari organisasi hukum. hal ini dapat dilihat dengan 
banyaknya organisasi profesi semacamnya, misalnya Ikatan Advokat 
Indonesia, Persatuan Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia.      
Akan tetapi, penerapan Pasal 56 KUHAP di Polres Bulukumba 
yang tidak berjalan tentunya karena adanya kendala-kendala yang 
dihadapi pihak penyidik. Dalam wawancara dengan Muh. Jufri (Penyidik 
Polres Bulukumba) wawancara pada tanggal 30 Oktober 2015 
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mengatakan bahwa kendala yang dihadapi penyidik sangatlah banyak dan 
sangat berhubungan dengan pemberi bantuan hukum itu sendiri. 
Adapun kendala-kendala dalam penerapan Pasal 56 KUHAP di 
Polres Bulukumba adalah sebagai berikut: 
1. Ketersediaan kantor Advokat/penasihat hukum 
Tentunya ketika melihat Pasal 56 KUHAP maka elemen 
penting selain dari tersangka atau terdakwa adalah 
penasihat hukum itu sendiri. Tersangka yang memenuhi 
kriteria sebagaimana Pasal 56 KUHAP “wajib” didampingi 
penasihat hukum. 
Akan tetapi, ini kemudian menjadi kendala dalam 
penerapan Pasal 56 KUHAP bila melihat kerterkaitan 
antara jumlah tersangka yang akan didampingi dengan 
jumlah penasihat hukum. 
Wawancara dengan Muh. Jufri di kantor Polres 
Bulukumba menegaskan tidak didampinginya tersangka 
pada saat proses pemeriksaan di Kepolisian karena 
ketersediaan kantor advokat sangatlah kurang. Polres 
sendiri hanya biasa meminta bantuan ke kantor Bakri, SH. 
Itupun sangat kurang dibanding kasus yang kami tangani 





2. Honorarium atau fee 
Konsekuensi dari profesi penasihat hukum sebagai 
pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya, terutama 
dalam melakukan pemberian jasa layanan hukum kepada 
klien (tersangka/ terdakwa) tentunya tidak terlepas dari 
imbalan jasa. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa 
seorang yang memberi jasa layanan apa pun namanya, 
mesti mendapatan imbalan jasa berupa honorarium.  
 
Dalam Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 
“Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah 
diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum 
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara wajar 
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”. 
 
 
Sejalan dengan ketentuan Pasal 21 di atas, maka menurut Yudha 
Pandu (Supriadi, 2010: 68-69) ada empat metode menetapkan fee kepada 
advokat.  
1. honorarium atau fee yang ditetapkan secara lump sum 
(mengakumulasikan disbursement dan profesional fee) 
pada persentase tertentu dari suatu nilai atau jumlah 
uang. Disbursement merupakan biaya-biaya lain atau 
tambahan di luar profesionalfee karena pelayanan hukum.  
2. honorarium atau fee ditetapkan atas dasar item per item 
basis. Dalam metode ini advokat atau penasihat hukum 
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membuat tagihan berdasarkan rincian profesional fee dan 
disbursement satu per satu pekerjaan yang telah 
dilakukannya. Seperti pembuatan surat atau dokumen 
(legal drafting), waktu yang dihabiskan untuk pembahasan 
atau pertemuan, membaca dan memeriksa dokumen-
dokumen penting, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
kepentingan perkara.  
3. honorarium atau fee ditetapkan atas dasar “tidak menang 
tidak dibayar”. Metode ini lebih sering digunakan untuk 
honorarium atau fee pada advokat di Amerika Serikat 
yang disebut sebagai investment lawyer.  
4. honorarium atau fee ditetapkan atas dasar waktu yang 
dihabiskan untuk menangani suatu perkara atau 
pekerjaan. Jika menggunakan metode ini, diperlukan 
perjanjian yang sangat spesifik antara seorang klien dan 
sang advokat, berapa rate atau tarif per jam, per hari atau 
ukuran waktu apa pun yang disepakati.        
Inilah yang selalu dijadikan dasar utama seorang advocat/ 
penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum atau layanan jasa 
hukum terhadap tersangka/ terdakwa. Sehingga sangatlah jarang kita 
melihat ada seorang penasihat hukum mau memberi bantuan hukum 
dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP). 
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Padahal dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas mengatur 
bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan. Pasal 22 UU Nomor 
18 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 
“ Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma 
kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai 
persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara 
Cuma-Cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.  
 
Ini sesuai hasil wawancara dengan Jamal Fathur Rakhman 
(Penyidik Polres Bulukumba) yang mengatakan salah satu keengganan 
penasihat hukum memberikan bantuan hukum terhadap tersangka karena 
sifatnya yang gratis. Sebagaimana pihak kepolisian juga tidak 
menyediakan anggaran untuk hal ini, sebab itu sudah menyalahi aturan 
yakni KUHAP, disebutkan pemberian bantuan hukum oleh penasihat 














a) Yang masuk rumusan Pasal 56 KUHAP mengalami peningkatan 
terlihat dari segi kuantitas yakni pada tahun 2014 tindak pidana 
yang terjadi ada 16 kasus, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 19 
kasus yang ditangani Polres Bulukumba. Akan tetapi, implementasi 
Pasal 56 KUHAP dalam hal ini menyediakan penasihat hukum 
untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka pada tahap 
penyidikan tidak optimal diterima tersangka. 
b) Penerapan Pasal 56 KUHAP di Polres Bulukumba yang kurang 
optimal diberikan kepada tersangka yang memenuhi syarat untuk 
mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma tentunya karena 
adanya kendala-kendala yang dihadapi pihak penyidik. Kendala-
kendala dalam penerapan Pasal 56 KUHAP di Polres Bulukumba 









a) Perlunya dibentuk kantor advokat atau Lembaga Bantuan Hukum di 
kabupaten Bulukumba yang khusus memberikan bantuan hukum 
kepada tersangka baik yang masuk kategori Pasal 56 KUHAP 
maupun masyarakat miskin yang mencari keadilan tetapi tidak 
punya uang untuk membayar penasihat hukum. 
b) Pemerintah kabupaten Bulukumba harusnya menyediakan 
anggaran kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang nantinya 
khusus ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 
pendampingan-pendampingan bagi masyarakat yang mencari 
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